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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
 

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000 (seratus juta rupiah). 

ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PRAKATA 

 

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Latar 

belakang penulisan buku ini didasari oleh kebutuhan 

mahasiswa akan referensi yang komprehensif dan mudah dipahami 

mengenai ilmu Hukum Korporasi. Buku ini disusun untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang dasar-dasar hukum yang berlaku 

dalam dunia korporasi, mulai dari sumber hukum, subjek hukum, 

hingga aspek hukum yang terkait dengan berbagai kegiatan bisnis 

modern. Tujuan utama penulisan adalah agar mahasiswa mampu 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks 

korporasi secara kritis dan analitis. Ruang lingkup materi mencakup 

berbagai aspek hukum bisnis yang relevan dan terkini, sehingga 

dapat menjadi panduan belajar yang lengkap dan aktual. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada rekan penulis yang telah 

berkontribusi dan semua pihak yang telah mendukung proses 

penyelesaian penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat 

memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan pengembangan ilmu 

hukum korporasi di Indonesia. 

 

Jakarta, September 2025 

Penulis, 

 

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn. 

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. 

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA. 
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KATA PENGANTAR 

 

aya mengapresiasi adanya buku ini yang disusun sebagai 

panduan lengkap untuk mahasiswa dalam memahami 

pengantar hukum korporasi secara sistematis dan mendalam. 

Dalam penyusunannya, penulis berupaya menyajikan materi yang 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan terbaru 

di bidang hukum bisnis. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi 

utama yang memudahkan mahasiswa dalam memahami konsep 

dasar, sumber hukum, subjek hukum, serta aspek hukum lain yang 

berkaitan dengan dunia bisnis. Penyusunan buku ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek hukum 

korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnis di suatu perusahaan 

yang berintegritas dan berkelanjutan. Semoga beberapa hal dan isi 

yang terdapat pada buku ini dapat menjadi acuan dalam memberikan 

manfaat dan inspirasi bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya 

serta menjadi sahabat setia dalam perjalanan belajar hukum 

korporasi. 

 

Jakarta, September 2025 

 

Awad Makarim, S.H. 
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